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Abstrak  

Corruption is an unlawful act to enrich oneself or other people that can 

harm the finances of a State, at this time there have been many corruption 

crimes in the management of the School Operational Assistance Fund 

carried out by State and government officials. Corruption in the education 

sector is one of the most difficult forms of corruption to touch. As happened 

in the case of corruption in the misuse of the School Operational 

Assistance Fund that occurred in Batu Bara district. The issues that will 

be examined are how criminal liability for perpetrators of corruption 

crimes in the misuse of Boss Funds and how the law is applied by judges 

to perpetrators of corruption crimes in the abuse of Boss Funds. The 

writing method used is normative juridical with a case and law approach, 

with descriptive data analysis. That criminal liability for the perpetrators 

of corruption is Dana Bos as the Head of the Madrasah is responsible for 

the abuse of authority, opportunities, or means available to him because 

of his position or position. The application of the law by the Judge to the 

perpetrators of corruption crimes in the misuse of the Boss Fund by the 

Head of the Madrasah that in the facts in the trial the defendant has been 

legally proven guilty of committing the crime of corruption as stipulated 

in article 3 paragraph 1.  
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PENDAHULUAN 

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda 

"strafbaar feit" atau "delik". Selain istilah ini, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan oleh 

para sarjana hukum, seperti "peristiwa pidana" dan "perbuatan pidana". Menurut Moeljatno, 

tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, yang mana larangan tersebut 

disertai ancaman sanksi berupa hukuman tertentu. 

Pelaku tindak pidana adalah individu-individu yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, 

baik yang melakukan perbuatan itu sendiri, yang menginstruksikan orang lain untuk 

melakukannya, maupun yang turut serta dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Ini termasuk mereka 

yang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, telah menyebabkan akibat yang dilarang oleh 

Undang-Undang, yang diiringi dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Dalam hal ini, 
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baik unsur subjektif maupun unsur objektif harus diperhatikan, tanpa memandang apakah 

keputusan untuk melakukan tindak pidana diambil secara mandiri atau dipicu oleh pihak ketiga. 

Me lnghadapi kelnyataan bangsa Indonelsia yang selmakin telrpulrulk akibat belragam masalah 

yang bellu lm telrse lle lsaikan, selpelrti kelmiskinan, kellaparan, dan layanan pulblik yang kulrang optimal, 

kita pelrlul melnyadari adanya selbulah masalah melndasar yang melnjadi pelmicul mulncullnya belrbagai 

pe lrmasalahan telrse lbult, yaitul korulpsi (corrulption). Korupsi saat ini merupakan permasalahan 

bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarajat internasional. Bagi masyarakat 

internasional perang terhadap masalah korupsi ini antara lain terlihat dari ketentuan OECD 

mengenai Covention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

transaction, yang bertujuan mencegah dan memberantas penyuapan terhadap pejabat public asing 

dalam hubungannya dengan bisnis internasional (Rasul, 2012). 

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam 

kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Korupsi telah 

menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Dampak buruk yang dihasilkan 

oleh tindak pidana korupsi ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia (Ramadhan et al., 

2021). Menurut laporan berjudul Corruption Perceptions Index tahun 2020 yang dirilis oleh 

Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara paling korup 

(Transparency International, 2018). Tentu hal ini menjadi fenomena yang sangatlah 

memprihatinkan (Setiawan & Jesaja, 2022). 

Penyebab peningkatan kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh B. 

Soedarso, bahwa “pada umumnya orang menghubung-hubungkan dengan tumbuh suburnya 

korupsi, dan yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya 

ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau 

menghasilkan prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.” Tidak dapat dipungkiri bahwa latar 

belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya 

korupsi (Wattimena, 2016). 

Segala bermacam belahan dunia, korupsi senantiasa memperoleh atensi yang lebih 

dibanding dengan tindak pidana lainya, fenomena ini mampu dimaklumi mengingat akibat 

negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh 

berbagai bidang kehidupan. Korupsi ialah permasalahan sungguh-sungguh, tindak pidana ini bisa 

membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial 

ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat 

laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya.(Atmoko & Syauket, 2022). 

Tindak pidana korulpsi adalah se lbulah ke ljahatan lular biasa yang melmiliki tingkat 

komplelksitas lelbih tinggi dibandingkan de lngan keljahatan konvelnsional maulpuln ke ljahatan 

khulsuls lainnya. Telrultama dalam tahap pelnye llidikan, pelnanganan tindak pidana korulpsi 

mellibatkan belbe lrapa institulsi pe lnyidik yang be lrwelnang. Di antara institulsi te lrse lbult adalah 

Pe lnyidik Pelgawai Ne lgelri Sipil (PPNS), yang be lrpelran dalam melnangani belrbagai keljahatan yang 

melngandu lng ulnsulr-ulnsulr korulpsi se lsulai de lngan bidang tulgas dan pelratulran pelrulndang-ulndangan 

yang belrlakul. 
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Korulpsi adalah selbulah kelnyataan dari pe lrilakul manulsia dalam intelraksi sosial yang 

dianggap melnyimpang dan dapat melrulgikan masyarakat selrta nelgara. Di Indonelsia, korulpsi 

awalnya mulncull akibat kondisi sosial elkonomi yang tidak stabil, selhingga se lse lorang me llakulkan 

tindakan korulpsi de lngan alasan melmpe lrtahankan kellangsulngan hidulp. Namuln, se liring 

be lrjalannya waktul, motif telrse lbult be lralih me lnjadi kelinginan ulntulk me lraih kelmelwahan hidulp. 

Pe lrulbahan motif ini julga telrkait delngan belrbagai faktor lain, selpelrti lelmahnya melkanisme l 

organisasi dan kulrangnya pelngawasan yang dijalankan selcara elfe lktif dan keltat. 

Masalah pelmbelrantasan korulpsi di Indone lsia tidak bisa dipandang hanya selbagai isul 

hulkulm se lmata, teltapi julga se lbagai pe lrsoalan sosial dan psikologi sosial yang sama se lriulsnya 

de lngan tantangan hulkulm lainnya. Olelh karelna itul, pelnanganan masalah ini haruls dilakulkan 

se lcara simulltan. Korulpsi dipandang se lbagai pelrsoalan sosial karelna dampaknya yang me lrulgikan 

pe lmelrataan kelse ljahtelraan di kalangan sellulrulh rakyat Indonelsia. Sellain itul, korulpsi julga haruls 

dilihat dari pelrspe lktif psikologi sosial, melngingat sifatnya yang melrulpakan pelnyakit sosial yang 

sangat sullit ulntulk diatasi. 

Korulpsi me lrulpakan masalah yang be lrsifat ulnivelrsal, yang tidak hanya dihadapi olelh 

Indone lsia, teltapi julga olelh be lrbagai bellahan dulnia lainnya. Namuln, di Indone lsia, praktik korulpsi 

tellah melnjadi sulatul felnomelna yang “melmbuldaya dan belrakar” di kalangan peljabat, masyarakat, 

dan bangsa se lcara kelse llulrulhan. Korulpsi me lnjadi salah satul pe lnghambat signifikan bagi 

pe lrtulmbu lhan e lkonomi nelgara. Olelh kare lna itul, di e lra pelme lrintahan saat ini, ulpaya pelmbelrantasan 

korulpsi melnjadi prioritas ultama yang haruls dicapai olelh aparat pelne lgak hulkulm di Indone lsia. 

Suldah melnjadi sifat alami manulsia ulntulk tidak ingin melngalami kelrulgian. Ini belrarti bahwa 

se ltiap individul hidulp ulntulk melncari kelulntulngan, baik ulntulk dirinya se lndiri maulpuln ulntulk 

ke llompoknya. Inilah yang mellatarbellakangi tindakan korulpsi. De lngan mellakulkan korulpsi, 

se lse lorang biasanya melngharapkan kelulntulngan yang signifikan. Sellain itul, ada pulla motif lain di 

balik tindakan ini, yaitul ke linginan ulntu lk me lmelnulhi kelbultulhan hidulp yang le lbih tinggi 

dibandingkan orang lain. Delngan telrlibat dalam praktik korulpsi, individul telrse lbult dapat 

melmpe lrolelh kelulntulngan finansial ataul jabatan yang belrpote lnsi melmpelrkaya diri melre lka. Jika 

hal ini belrlangsulng, maka individul telrse lbult akan mampul me lnjalani gaya hidulp yang le lbih melwah 

dibandingkan orang lain. 

Korulpsi, melnulrult delfinisi yang dibelrikan olelh Lelde ln Marpaulng, adalah tindakan me lmiliki 

"kelulangan nelgara" selcara tidak sah ataul haram. Dalam Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia yang 

ditelrbitkan olelh De lparte lmeln Pe lndidikan dan Ke lbuldayaan, yang julga dikultip ole lh Lelde ln 

Marpaulng, korulpsi diartikan selbagai pelnye llelwe lngan ataul pe lngge llapan ulang nelgara, pe lrulsahaan, 

dan se lbagainya, delmi kelpe lntingan pribadi maulpuln orang lain. Istilah "kelulangan ne lgara" tidak 

bisa dipisahkan dari pelran aparat pelme lrintah, karelna me lrelkalah yang melnge llola dan be lrtanggulng 

jawab atas "kelulangan nelgara" telrse lbult. 

Korupsi atau rasuah atau mencuri (bahasa latin: corupptio dari kata kerja corrumpere yang 

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mnyogok, mencuri, maling) adalah 

tindakan pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam 
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tindkan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang 

dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Khrisnawati, 2022). 

David M. Chalmelr melnjellaskan pelngelrtian korulpsi dari belrbagai aspelk, telrmasulk isul 

pe lnyulapan yang belrkaitan delngan manipullasi dalam selktor e lkonomi selrta dampaknya telrhadap 

ke lpelntingan pulblik. 

Dari suldult pandang hulkulm, delfinisi korulpsi tellah dijellaskan selcara jellas dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999, yang ke lmuldian diulbah de lngan Ulndang-Ulndang Nomor 20 

Tahuln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi. Dalam ulndang-ulndang telrse lbult, 

telrdapat 30 belntulk ataul jelnis tindak pidana korulpsi yang dirulmulskan, namuln 7 di antaranya 

dianggap selbagai jelnis korulpsi yang paling ulmulm. Adapuln ke ltuljulh jelnis korulpsi itul adalah 

se lbagai belrikult: 

1) Ke lrulgian kelulangan nelgara 

2) Sulap-melnyulap 

3) Pe lngge llelpan dalam jabatan 

4) Pe lmelre lsan 

5) Pe lrbulatan culrang 

6) Be lntulran ke lpelntingan dalam pelngadaan 

7) Gratifikasi 

Se llain belntulk/jelnis tindak pidana korulpsi yang suldah dijellaskan diatas, masih ada tindak 

pidana lain yang belrkaitan delngan tindak pidana korulpsi yang telrtulang pada Ulndang-Ulndang 

Nomor 31 Tahuln 1999 yang tellah diulbah de lngan Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001. Jelnis 

tindak pidana yang belrkaitan delngan tindak pidana korulpsi itul adalah : 

• Me lnghambat prosels pe lmelriksaan kasuls korulpsi 

• Tidak melmbe lrikan kelte lrangan ataul melmbe lrikan keltelrangan yang tidak akulrat 

• Bank yang tidak melmbelrikan informasi telrkait relkelning telrsangka 

• Sanksi bagi ahli yang tidak melmbelrikan ke ltelrangan ataul melmbe lrikan kelte lrangan yang 

tidak belnar 

• Individul yang melmahami rahasia jabatan namuln tidak melmbelrikan keltelrangan ataul 

melmbe lrikan informasi palsul 

• Sanksi bagi pihak yang melngulngkap idelntitas pellapor 

Salah satul pe lnye lbab telrjadinya korulpsi adalah relndahnya intelgritas moral, yang belrkontribulsi 

pada lelmahnya disiplin nasional. Se llain itul, ke llelmahan sistelm julga melnjadi salah satul faktor, 

ditambah delngan tidak belrfulngsinya me lkanismel di be lrbagai selktor birokrasi dan pe lne lgakan 

hulkulm. Hal ini melnyelbabkan belrkulrangnya kelpe lrcayaan dari invelstor maulpuln ne lgara lain 

telrhadap Indonelsia. 

De lngan delmikian, pelnyelbab korulpsi selcara ulmulm dapat dibeldakan melnjadi dula katelgori, 

yaitul faktor intelrnal dan faktor elkstelrnal. Faktor intelrnal belrkaitan langsulng de lngan individul yang 

mellakulkan korulpsi, yang melmelgang amanat belrulpa jabatan dan welwe lnang yang tellah 

dipelrcayakan kelpada melre lka. Se lmelntara itul, faktor e lkstelrnal melncakulp siste lm pe lmelrintahan, 
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ke lpelmimpinan, dan pelngawasan yang tidak selimbang, yang dapat melnciptakan cellah bagi 

telrjadinya tindakan korulpsi. 

Be lbelrapa faktor yang melnye lbabkan telrjadinya korulpsi antara lain adalah pe lmulsatan 

ke lkulasaan, welwe lnang, dan tanggulng jawab dalam pelnye llelnggaraan nelgara. Sellain itul, partisipasi 

masyarakat yang lelmah dalam melnjalankan fulngsi pe lngawasan julga melnjadi faktor yang 

be lrkontribulsi pada pelningkatan korulpsi di Indone lsia. Di samping itul, salah satul faktor yang 

se lring dianggap pelnyelbab mellulasnya korulpsi adalah pandangan bahwa korulpsi tellah 

"melmbuldaya" dan melnjadi bagian yang tak telrpisahkan dari praktik kelhidulpan se lhari-hari 

masyarakat. 

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu 

kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam 

mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri 

sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau 

kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya 

suatu tindak pidana korupsi (Niken & Ginting, 2022). 

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara 

pemberantasannya masih sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan 

fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu 

mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal 

sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan Negara (Bunga et al., 2019). 

Jika korulpsi dapat dibelrantas ataul paling tidak dikulrangi mellaluli elfe lk jelra dari pultulsan 

hakim, maka dana nelgara dapat dialokasikan kelmbali kelpada masyarakat ulntulk melngatasi 

ke lmiskinan. Melskipuln tidak ada hulbulngan langsulng antara korulpsi dan ke lmiskinan, tindakan 

pidana korulpsi dapat melmbelrikan dampak signifikan telrhadap pelrtulmbulhan kelmiskinan. Koru lpsi 

melnciptakan keltidakadilan dalam distribulsi pe lndapatan, di mana ulang nelgara yang dikorulpsi 

julstrul melnulmpulk di tangan para korulptor dan tidak dapat dinikmati olelh rakyat, yang se lharulsnya 

melnjadi pihak yang belrhak atas kelkayaan telrse lbult. 

Se lmula itul belrpotelnsi me lnimbullkan kelse lnjangan di antara masyarakat. Sellain itul, koru lpsi 

melnghambat kelmampulan pelme lrintah dalam melngellola pelmelrintahan delngan prinsip-prinsip 

good govelrnance l. Akibatnya, kita akan me llihat pelningkatan angka pelnganggulran, melle lmahnya 

pe lrelkonomian, dan pada akhirnya, tingginya tingkat kelmiskinan. 

Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, oleh sebab itu tindak pidana korupsi 

digolongkan ke dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha 

yang extra dalam hal pemberatasannya (Alhakim & Soponyono, 2019). 

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi 

sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa 

yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam 

rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu 
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menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang 

hilang (Sitohang et al., 2018) 

Ke ltelntulan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 te lntang Pe lmbe lrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi se lcara khu lsuls me lngatulr prose ldulr hulkulm yang be lrlakul bagi pe lnelgakan hulkulm 

telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi. Hal ini belrbe lda delngan pe lnanganan kasuls pidana khulsu ls 

lainnya, melngingat bahwa korulpsi me lrulpakan elxtra ordinary crimel yang haruls melndapatkan 

prioritas pelnanganan. Olelh karelna itul, diharapkan pihak Inspelktorat Kabulpateln Batul Bara dapat 

melningkatkan pelngawasan dan pelnanganan telrhadap tindak pidana korulpsi di daelrahnya. 

Korulpsi tidak hanya melrulgikan kelulangan nelgara, teltapi julga dapat melngganggul stabilitas 

e lkonomi nasional, selhingga pelnelgakan hulkulm yang elfe lktif sangat dipelrlulkan. 

Saat ini, tindak pidana korulpsi dalam pe lngellolaan Dana Bantulan Ope lrasional Se lkolah 

(BOS) te llah marak telrjadi, mellibatkan pe ljabat-peljabat nelgara dan pelmelrintahan. Me lngingat 

bahwa pelngellolaan dana BOS belrkaitan langsulng delngan kelpelntingan pulblik, pelnting ulntulk 

dicatat bahwa dana telrse lbult melrulpakan milik rakyat dan selharulsnya dike llola selrta 

dipelrtanggulngjawabkan delngan transparan dan akulntabell. Pelnye llelnggaraan dan pelnge llolaan 

dana Bantulan Opelrasional Selkolah (BOS) diatulr dalam Pelratulran Melntelri Dalam Ne lgelri Nomor 

62 Tahuln 2011 telntang Peldoman Pelnge llolaan Bantulan Ope lrasional Selkolah. Dana BOS me lmiliki 

manfaat yang pelnting, yakni melmbantul pe lse lrta didik melmpelrole lh pe lndidikan yang be lrkulalitas 

tanpa biaya, selhingga melndulkulng pellaksanaan program pelmelrintah Wajib Bellajar Pe lndidikan 

Dasar (Wajar Dikdas) se llama selmbilan tahuln. Sayangnya, melskipuln program ini melmiliki 

potelnsi be lsar ulntulk me lmajulkan pelndidikan di Indonelsia, masih telrdapat oknulm peljabat 

pe lmelrintah ataul pe lgawai nelge lri yang melnyalahgulnakan dana telrse lbult ulntulk ke lpe lntingan pribadi, 

de lngan melmanfaatkan kelwe lnangan yang dimiliki dalam jabatan melre lka. 

Program bantulan ope lrasional selkolah belrtuljulan ulntulk me lnyeldiakan dana gulna melndulkulng 

biaya opelrasional non-pelrsonalia bagi satulan pelndidikan dasar yang mellaksanakan program 

wajib bellajar. Bantulan ini sangat pelnting ulntulk melmastikan kelbe lrhasilan implelme lntasi program 

wajib bellajar. Selcara ulmulm, tuljulan dari program bantulan ini adalah ulntulk melringankan belban 

masyarakat dalam pelmbiayaan pelndidikan, khulsulsnya ulntulk melndulkulng pe llaksanaan wajib 

be llajar sellama dula bellas tahuln. Program bantulan ini, yang diadakan olelh pelme lrintah, diharapkan 

dapat melmbantul masyarakat melmpelrole lh pelndidikan yang lelbih baik dan layak, telrultama bagi 

melre lka yang kulrang mampul. Ole lh karelna itul, pe lnyalulran dana bantulan opelrasional se lkolah yang 

e lfelktif dan elfisieln akan sangat belrpe lran dalam melncapai tuljulan dari program ini. 

Ulntulk me lncapai kelgiatan delngan e lfelktif dan e lfisieln, se lkolah me lmelrlulkan se lbulah siste lm 

pe lngelndalian intelrnal. Sistelm ini dirancang ulntulk melnce lgah, melndelte lksi, dan melmpe lrbaiki 

pe lnyimpangan yang mulngkin telrjadi dalam pelnyalulran dana Bantulan Ope lrasional Selkolah 

(BOS), de lngan tuljulan ultama melminimalisir potelnsi pe lnyalahgulnaan dana telrse lbult. Pe lngelndalian 

intelrnal melmiliki belbelrapa kritelria pelnting, antara lain kelandalan dalam pellaporan kelulangan 

se lrta elfe lktivitas dan elfisie lnsi dalam opelrasional. Delngan adanya sistelm pe lngelndalian intelrnal 

yang baik, kelpultulsan yang diambil tidak akan belrtelntangan delngan hulkulm. Olelh karelna itul, 

pe lngelndalian intelrnal dalam pelnyalulran dana BOS sangat pelnting bagi organisasi pe lndidikan 
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yang melne lrima dana telrse lbult. Diharapkan, de lngan pe lnelrapan pelnge lndalian intelrnal yang e lfelktif, 

organisasi pelndidikan dapat lelbih baik dalam melncapai tulju lannya. 

Kasuls korulpsi di se lktor pelndidikan telrmasulk salah satul jelnis korulpsi yang paling sullit ulntulk 

ditangani. Belrbagai pihak, mullai dari jajaran Delpartelmeln Pe lndidikan Nasional, Dinas Pe lndidikan, 

Inspe lktorat Daelrah, Pelmelrintah Daelrah, hingga pelnge llola selkolah, selringkali belrkolaborasi ulntulk 

melnultulpi praktik korulpsi yang melrulgikan hak anak bangsa dalam melmpelrolelh pe lndidikan yang 

layak. Korulpsi di bidang pe lndidikan sangat belrbahaya karelna belrkaitan langsulng de lngan 

ke lbultulhan pulblik. Tindakan korulpsi yang melrongrong dana anggaran pelndidikan dapat 

melngancam masa delpan sosial, e lkonomi, dan politik sulatul bangsa. Se llain itul, dampak dari korulpsi 

di lelmbaga pelndidikan belrsifat jangka panjang, selhingga dapat melngganggul kelse ltaraan aksels se lrta 

kulalitas pelndidikan yang selharulsnya dipe lrolelh ole lh se ltiap individul. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Je lnis pelne llitian hulkulm ini adalah yulridis normatif, yang belrtuljulan ulntulk melngulngkap 

ke lbelnaran kohe lrelnsi. Pe lne llitian ini belrfokuls pada se ljaulh mana atulran hu lkulm se ljalan delngan 

norma yang belrlakul, se lrta ulntulk melnge lvalulasi apakah norma yang belrulpa pelrintah ataul larangan 

telrse lbult se lsulai de lngan prinsip-prinsip hulkulm. Se llain itul, pe lnellitian ini julga me lmpe lrtimbangkan 

apakah tindakan selse lorang suldah se lsulai de lngan norma ataul prinsip hulkulm yang ada. 

Jenis Data 

Je lnis data yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah data selkulnde lr, yang dipe lrolelh 

langsulng dari sulmbelrnya mellaluli belrbagai cara, selpe lrti wawancara, ulndang-ulndang, se lrta bulkul-

bulkul. Data ini kelmuldian diolah kelmbali olelh pe lne lliti dan belrkaitan delngan pelne lrapan hulkulm 

telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi dalam pelnyalahgulnaan dana BOS, se lbagaimana telrcantulm 

dalam (Pultulsan No. 44/Pid. Suls-TPK/2021/PN Mdn). 

Telknik analisis data yang digulnakan dalam pelnellitian ini belrsifat non-statistik, de lngan 

pe lndelkatan kulalitatif. Dalam pelnellitian ini, ke lgiatan ultama adalah melngklasifikasikan pasal-pasal 

dalam dokulmeln ke l dalam katelgori yang se lsulai. Se lte llah analisis data dilakulkan, hasilnya akan 

diprelse lntasikan selcara delskriptif selsulai delngan data yang tellah dipelrolelh.. 

Pe lne llitian yang melmanfaatkan pelnde lkatan de ldulktif delngan tuljulan ulntulk melngulji hipotelsis 

telrmasulk dalam katelgori pe lne llitian yang melngikulti paradigma tradisional, positif, e lkspe lrimelntal, 

ataul elmpiris. Selme lntara itul, pe lndelkatan ku lalitatif lelbih melne lkankan pada pelmahaman melndalam 

telrhadap pelrmasalahan dalam kelhidulpan sosial, delngan melmpelrtimbangkan kondisi relalitas ataul 

pe lngatulran alami yang belrsifat holistis, komplelks, dan rinci. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ke ltelntulan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pe lmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi se lcara khulsuls me lngatulr prose ldulr hulkulm yang belrbe lda ulntulk pelne lgakan hulkulm 

telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi. Hal ini dilakulkan melngingat bahwa korulpsi dianggap 

se lbagai tindak pidana lular biasa (elxtraordinary crimel) yang melme lrlulkan pe lnanganan le lbih telrlelbih 
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dahullul dibandingkan delngan tindak pidana khulsuls lainnya. Olelh karelna itul, pihak Inspe lktorat 

diharapkan dapat lelbih ke ltat dalam melngawasi dan melnangani kasuls-kasu ls korulpsi. Melngingat 

dampak nelgatif korulpsi yang melrulgikan ke lulangan nelgara selrta melngancam kelstabilan elkonomi, 

pe lnelgakan hulkulm telrhadap tindakan ini haruls dilakulkan se loptimal mulngkin. 

Pe lnggulnaan dana Bantulan Opelrasional Se lkolah (BOS) yang belrsulmbelr dari dana 

kompelnsasi masih banyak dikeltahuli olelh masyarakat dan pihak selkolah. Melre lka ulmulmnya 

melnyadari bahwa se lkolah melne lrima kulculran dana dari pelme lrintah, namuln pe lmahaman melnge lnai 

tuljulan dan cara pelnggulnaan dana telrselbult masih telrbatas. Hal ini selringkali melnjadi be lban bagi 

se lkolah dan masyarakat. Olelh kare lna itul, dipe lrlulkan orie lntasi yang lelbih baik telrkait hal ini. 

Me lnulrult Pasal 48 Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2003 telntang Sistelm Pe lndidikan Nasional, 

pe lngellolaan dana pelndidikan haruls be lrlandaskan pada prinsip-prinsip keladilan, e lfisielnsi, 

transparansi, dan akulntabilitas pulblik. Dari kele lmpat prinsip telrse lbult dapat dijellaskan se lbagai 

be lrikult: 

1) Prinsip ke ladilan dalam pelndidikan diartikan se lbagai ulpaya ulntulk me lmbelrikan aksels 

pe llayanan pelndidikan yang sellulas-lulasnya dan melrata kelpada se llulrulh pe lse lrta didik, 

tanpa melmandang sulkul, ras, agama, ataul latar bellakang sosial. 

2) Prinsip e lfisielnsi melngharulskan bahwa dana yang ditelrima olelh se lkolah dikellola delngan 

optimal, sambil teltap melmpe lrhatikan kelbultulhan yang ada di selkolah telrse lbult. 

3) Prinsip transparansi melncakulp ke ltelrbulkaan melnge lnai dana yang tellah ditelrima selrta 

pe lnggulnaan dana telrse lbult. 

4) Prinsip akulntabilitas pulblik melngharulskan bahwa pelnge llolaan dana haruls dapat 

dipelrtanggulngjawabkan, baik selcara moral maulpuln se lsulai delngan pelratulran pelrulndang-

ulndangan yang belrlakul. 

Program bantulan opelrasional selkolah belrtuljulan ulntulk melnye ldiakan pelndanaan bagi biaya 

ope lrasi non-pelrsonalia di satulan pelndidikan dasar selbagai pellaksana program wajib bellajar. 

Bantulan ini sangat pelnting ulntulk melndulkulng kelbe lrhasilan program wajib bellajar, yang belrtu ljulan 

ulmulm ulntulk me lringankan belban masyarakat dalam melmbiayai pelndidikan se llama dula be llas tahuln. 

De lngan adanya program bantulan dari pelmelrintah ini, masyarakat diharapkan dapat melngakse ls 

pe lndidikan yang lelbih baik dan layak, telrultama bagi melre lka yang kulrang mampul. Ole lh karelna itul, 

pe lnyalulran dana bantulan opelrasional selkolah yang telpat dan elfelktif akan belrkontribulsi be lsar 

telrhadap pelncapaian tuljulan program ini selcara elfisieln.Ulntulk melncapai kelgiatan delngan elfe lktif dan 

e lfisieln, se lkolah melmelrlulkan sistelm pe lngelndalian intelrnal. Sistelm ini dirancang ulntulk melnce lgah, 

melnde ltelksi, dan me lmpelrbaiki pelnyimpangan yang mulngkin telrjadi dalam pelnyalulran dana BOS. 

Tuljulan u ltama dari pelngelndalian intelrnal adalah melminimalisir pelnyalahgulnaan dana BOS. 

Pe lnge lndalian intelrnal julga melmiliki belbelrapa kritelria, di antaranya kelandalan pellaporan kelulangan 

se lrta elfe lktivitas dan elfisielnsi ope lrasional, selhingga se ltiap kelpultulsan yang diambil tidak 

be lrtelntangan delngan hulku lm. Olelh karelna itul, pelnge lndalian intelrnal sangat pelnting dalam prosels 

pe lnyalulran dana telrse lbult. 

Dana Bantulan Ope lrasional Selkolah (BOS) me lmiliki pelranan yang sangat pelnting bagi 

organisasi pelndidikan yang melnelrimanya. De lngan adanya sistelm pelnge lndalian intelrnal yang baik, 
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diharapkan tuljulan organisasi pelndidikan dapat diimplelme lntasikan delngan lelbih elfe lktif. Namuln, 

kasuls yang mellibatkan telrdakwa Anggraini, S.Pd. melnulnjulkkan tantangan yang dihadapi. 

Telrdakwa didulga mellakulkan tindak pidana korulpsi te lrkait pelnyalahgulnaan Dana BOS Tahuln 

Ajaran 2018, yang melrulgikan nelgara selbe lsar Rp. 244. 050. 910 (dula ratuls e lmpat pullulh e lmpat julta 

lima pullu lh ribul se lmbilan ratuls se lpullulh rulpiah). Selbagai akibat dari pelrbu latannya, Pe lngadilan 

Ne lge lri Meldan melnjatulhkan hulkulman pelnjara sellama 2 (dula) tahuln se lrta delnda se lbe lsar Rp. 50. 

000. 000,00 (lima pullulh julta rulpiah). Apabila delnda telrse lbult tidak dibayar, maka akan diganti 

de lngan pidana kulrulngan se llama 3 (tiga) bu llan. 

 Alwashliyah Keldai Sianam, dimana Kelpala Selkolah telrse lbult melnyalahgulnakan  welwe lnang 

dan jabatannya dalam melngellola dana Bantulan Opelrasional Selkolah (BOS). Dalam kasuls te lrse lbult 

telrdakwa dinyatakan telrbulkti se lcara sah dan  melyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana 

mellanggar Pasal 3 ayat (1) UlUl  No. 31 tahuln 1999 te lntang Pe lmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi 

Julncto  Ulndang-ulndang No. 20 tahuln 2001 yang belrbulnyi:  “Seltiap orang yang de lngan tuljulan 

melngulntu lngkan diri se lndiri ataul orang  lain ataul sulatul korporasi, me lnyalahgulnakan ke lwe lnangan, 

ke lse lmptan ataul  sarana yang ada padanya karelna jabatan ataul kelduldulkan yang dapat  melrulgikan 

ke lulangan Nelgara ataul pe lrelkonomian Nelgara, dipidana delngan  

pidana pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pe lnjara paling singkat 1 (satul)  tahuln dan paling lama 20 

(dula pullu lh) tahuln dan ataul de lnda paling se ldikit Rp. 50.000.000,00 (lima pullulh julta rulpiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satul miliyar rulpiah).” 

 Se llain kasuls koru lpsi yang tellah diulraikan selbe llulmnya, korulpsi di selktor pelndidikan 

melrulpakan salah satul belntulk keljahatan yang paling sullit diatasi. Belrbagai instansi selpe lrti 

De lpartelmeln Pe lndidikan Nasional, Dinas Pe lndidikan, Inspelktorat Daelrah, Pelmelrintah Daelrah, 

hingga pelnge llola selkolah, selringkali belrkolaborasi ulntulk melnultulp praktik korulpsi yang me lrampas 

hak anak-anak bangsa dalam melndapatkan pe lndidikan yang layak. Korulpsi di bidang pe lndidikan 

sangat belrbahaya karelna selcara langsulng melme lngarulhi kelbu ltulhan pulblik. Tindakan korulptor yang 

melngge lrogoti dana anggaran pelndidikan dapat melngancam masa delpan sosial, elkonomi, dan 

politik sulatul bangsa. Ini diselbabkan ole lh dampak jangka panjang dari korulpsi di lelmbaga 

pe lndidikan, yang belrpotelnsi me lnghambat ke lse ltaraan aksels, se lrta me lmelngarulhi kulantitas dan 

kulalitas pelndidikan yang telrse ldia. 

 

SIMPULAN 

Be lrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan diatas, maka Pelnullis melnyimpullkan 

se lbagai belrikult : 

1.  Dalam Pultulsan Nomor: 44/Pid. Suls. TPK/2021/PN. Me ldan, pe lrtanggulngjawaban pidana 

bagi pellakul tindak pidana korulpsi Dana Bos me lnulnju lkkan bahwa Telrdakwa, Sdri. Anggi, 

tellah melme lnulhi se llulrulh ulnsulr pe lrtanggulngjawaban. Hal ini belrarti bahwa dalam diri 

telrdakwa tidak ditelmulkan alasan-alasan yang dapat melnghapulskan pidana, baik itul alasan 

pe lmaaf maulpuln alasan pelmbelnar, yang pada akhirnya tidak melnghilangkan sifat mellawan 

hulkulm dari tindakannya. Delngan delmikian, belrdasarkan ulnsulr pe lrtanggulngjawaban 

pidana, telrdakwa dinyatakan mampul be lrtanggulng jawab atas pelrbulatannya. Dalam hulkulm 
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pidana, kelsalahan dapat dibeldakan melnjadi dula katelgori, yaitul ke lsalahan yang dise lngaja 

(doluls) dan ke lalpaan (cullpa). Dalam kasuls tindak pidana korulpsi yang mellibatkan Sdri. 

Anggi, be lntulk ke lsalahan yang dilakulkan adalah delngan se lngaja melngulntulngkan diri 

se lndiri. Lelbih jaulh lagi, tidak adanya alasan pelmaaf dalam hulkulm pidana melnulnjulkkan 

bahwa tidak telrdapat alasan yang dapat me lnghapulskan sifat me llawan hulkulm dari tindakan 

yang dilakulkan olelh te lrdakwa. Olelh kare lna itul, pe lrbulatan yang dilakulkan ole lh telrdakwa 

dianggap melme lnulhi selmula ulnsulr de llik yang didakwakan.2.   Pe lne lrapan hulkulm ole lh 

hakim telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi Dana Bantulan Ope lrasional Selkolah pada 

pe lrkara Pultulsan No. 44/Pid.Suls.TPK/2021/PN.Mdn pe lrbulatan telrdakwa tellah telrbulkti 

se lcara sah belrsalah mellakulkan tindak pidana korulpsi dan melmelnulhi u lnsulr – ulnsulr tindak 

pidana pada sulrat dakwaan sulbsidair Pasal 3 UlUl No. 31 Tahuln 1999 te lntang Pe lmbe lrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi jo. UlUl No. 20 Tahuln 2001 Te lntang pelrulbahan atas UlUl. No. 31 

Tahuln 1999 te lntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi. 

 

SARAN 

Be lrdasarkan kelsimpullan telrse lbult, Pelnullis julga melmbelrikan saran selbagai belrikult : 

1. Diharapkan kelpada kelpala dinas pelndidikan ulntulk belrtanggulng jawab pelnulh dalam hal 

ini, Tim pelngawasan dan tim monitoring, baik di tingkat pulsat maulpuln Kabulpateln/Kota, 

pe lrlul melningkatkan pelran, fulngsi, dan tanggulng jawab melre lka dalam mellakulkan 

pe lngawasan dan elvalulasi pe lnggu lnaan Dana Bos. Ke lpada para pelnge llola Dana BOS, 

khulsulsnya Ke lpala Se lkolah dan belndahara selkolah, diharapkan ulntulk telruls 

melningkatkan kelmampulan, keltelrampilan, dan pelnge ltahulan dalam pelnge llolaan Dana 

BOS. Hal ini pelnting agar dapat belrtindak de lngan juljulr dan adil dalam melnjalankan 

tulgasnya. 

2. Se lbaiknya, pelne lrapan hulkulm bagi pe llakul tindak pidana korulpsi pe lrlul ditingkatkan 

de lngan melmbelrikan hulkulman yang lelbih be lrat. Hal ini melngingat bahwa korulpsi adalah 

tindakan yang melrulgikan kelmanu lsiaan dan melme lrlulkan pe lnanganan yang istimelwa. 

Tuljulannya adalah ulntulk melnciptakan elfelk je lra, baik bagi pellakul korulpsi Dana BOS 

maulpuln bagi masyarakat se lcara ulmulm. Pe llakul tindak pidana korulpsi pada dasarnya 

melngambil hak masyarakat delmi kelpelntingan pribadi, selhingga tindakan telrse lbult je llas 

mellanggar pelratulran hulkulm yang belrlakul. 
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